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KATA PENGANTAR 

Keterbukaan Informasi Publik yang dikelola oleh Pejabat 

Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana pada Satuan 

Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung merupakan bentuk pelayanan 

dalam penyediaan informasi kepada publik baik secara langsung 

maupun melalui media internet yang telah menjadi kebutuhan dan 

hak semua orang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 

14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.  
 

Kegiatan Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID) 

merupakan perwujudan dari Undang-undang ini dan Keterbukaan 

informasi merupakan bentuk transparansi informasi terhadap 

kebijakan-kebijakan yang diambil oleh penyelenggara pemerintah 

kepada masyarakat/publik. Dengan demikian pemerintah harus 

responsif terhadap keterbukaan, karena dengan keterbukaan akan 

timbul legitimasi dan kepercayaan publik.  

Pada dasarnya kegiatan ini dimaksudkan untuk meningkatkan 

pemahaman kepada pelaksana Pejabat Pengelolaan Informasi dan 

Dokumentasi (PPID) dalam hal pengelolaan dan penyediaan informasi 

terkait kinerja setiap Badan Publik sesuai dengan amanat Undang-

Undang Keterbukaan Informasi Publik. Dengan tersusunnya laporan 

ini semoga dapat menjadi bahan evaluasi terhadap kekurangan dalam 

pelaksanaan Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID) di 

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung.  
 

Semoga kedepannya, Pejabat Pengelolaan Informasi dan 

Dokumentasi (PPID) Pelaksana pada Satuan Polisi Pamong Praja 

Provinsi Lampung dapat memberikan pelayanan yang cepat, akurat 

serta professional. Demikian kata pengantar ini, semoga dapat 

bermanfaat terutama untuk memaksimalkan pelayanan dan 

penyediaan informasi menuju transparansi pemerintah. 

 

 Bandar Lampung,       Februari 2023 

 

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 

 PROVINSI LAMPUNG, 

  

 

 
 

 M. ZULKARNAIN, S.Sos., M.Si. 

 Pembina Utama Muda 

 NIP. 19700307 199003 1 003 
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BAB I 

GAMBARAN UMUM  

KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK 

 

A.  Dasar Hukum PPID Pelaksana 

Dasar Hukum pengelolaan dan pelayanan informasi pada 

PPID  Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi 

Lampung Tahun 2022 adalah sebagi berikut : 

1. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Indormasi Publik; 

2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 

Pelayanan Publik; 

3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah; 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang 

Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 

tentang Keterbukaan Informasi Publik; 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang 

Satuan Polisi Pamong Praja; 

6. Permendagri Nomor 27 tahun 2010 tentang Pelaporan 

Satuan Polisi Pamong Praja; 

7. Permendagri Nomor 54 tahun 2011 tentang Standar 

Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja; 

8. Permendagri Nomor 100 tahun 2018 tentang Penerapan 

SPM; 

9. Permendagri Nomor 121 tahun 2018 tentang Standar 
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teknis mutu pelayanan dasar sub urusan ketentraman 

dan ketertiban umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota; 

10. Permendagri Nomor 26 Tahun 2020 tentang 

penyelenggaraan ketentraman umum dan ketentraman 

masyarakat, serta pelindungan masyarakat; 

11. Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2019 tentang 

Organisasi Perangkat Daerah;  

12. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 56 Tahun 2019 

tentang Kedudukan, Susunan Oraganisasi, Tugas dan 

Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi 

Lampung. 

 B. Tugas dan Fungsi PPID Pelaksana 

1. Tugas PPID Pelaksana 

Secara garis besar PPID Pelaksana Satuan Polisi Pamong 

Praja Provinsi Lampung mempunyai tugas merencanakan, 

mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi dan 

mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan 

pelayanan informasi di lingkungan Satuan Polisi Pamong 

Praja Provinsi Lampung. Secara rinci tugas PPID Pelaksana 

adalah sebagai berikut: 

a. Memberikan layanan informasi publik kepada masyarakat 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku; 
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b. Membuat pengumpulan serta memelihara informasi dan 

dokumentasi untuk kebutuhan organisasi unit kerjanya; 

c. Menentukan atau menetapkan suatu informasi dapat/ 

tidaknya diakses oleh publik; 

d. Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID 

Utama Provinsi Lampung secara berkala dan sesuai 

kebutuhan; 

e. Membantu PPID Utama Provinsi Lampung dalam 

melaksanakan tugas dan wewenangnya; dan 

f. Melakukan koordinasi dengan PPID Utama Provinsi 

Lampung dalam pengelolaan dan pelayanan informasi 

publik serta dokumentasi. 

2.  Fungsi PPID Pelaksana 

PPID Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi 

Lampung mempunyai fungsi sebagai berikut: 

a. Penghimpunan  informasi  publik  Satuan Polisi Pamong 

Praja Provinsi Lampung; 

b. Penataan dan penyimpanan informasi publik Satuan Polisi 

Pamong Praja Provinsi Lampung; 

c. Pelaksanaan  konsultasi  informasi  publik  termasuk  

dalam  kategori dikecualikan dan informasi yang terbuka 

untuk publik; dan 

d. Pendampingan penyelesaian sengketa informasi 
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C.   Maklumat Layanan Informasi Publik 

Maklumat Layanan Informasi Publik PPID Pelaksana Satuan 

Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung yaitu : 

“Dengan ini kami menyatakan sanggup 
menyelenggarakan pelayanan sesuai standar pelayanan 
yang telah ditetapkan dan apabila tidak menepati janji 

ini, kami siap menerima sanksi sesuai dengan peraturan 
perundang- undangan yang berlaku”. 

Maklumat tersebut merupakan komitmen dari segenap elemen 

PPID Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung 

untuk melaksanakan keterbukaan informasi publik dengan 

memberikan pelayanan informasi publik yang sebaik-baiknya 

melalui media informasi dan komunikasi yang tersedia, sesuai 

dengan standar layanan informasi publik yang telah ditetapkan 

berdasarkan Undang-Undang  Nomor  14  Tahun  2008  

tentang Keterbukaan Informasi Publik. 

D. Azas Layanan Informasi Publik 

Azas Layanan Informasi Publik yang dijadikan acuan bagi PPID 

Pembantu Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung 

dirangkai dalam satu kata yaitu “BerAKHLAK” yaitu 

Berorientasi pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, 

Adaktif dan Kolaboratif. 

Secara rinci dapat dijabarkan sebagai berikut : 

Berorientasi Pelayanan artinya : 

 Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat; 

 Ramah, cekatan, solutif dan dapat diandalkan; 

 Melakukan perbaikan tiada henti. 
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Akuntabel artinya: 

 Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, 

cermat, serta disiplin dan berintegritas tinggi; 

 Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara 

bertanggung jawab, efektif dan efisien, dan tidak 

menyalahgunakan kewenangan jabatan. 

Kompeten artinya: 

 Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan 

yang selalu berubah;  

 Membantu orang lain belajar; 

 Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. 

Harmonis artinya: 

 Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya; 

 Suka menolong orang lain; 

 Membangun lingkungan kerja yang kondusif. 

Loyal artinya:  

 Memegang teguh ideologi Pancasila dan Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia kepada 

NKRI serta pemerintahan yang sah;  

 Menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan, instansi dan 

negara; 

 Menjaga rahasia jabatan dan negara. 
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Adaptif artinya: 

 Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan;  

 Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas;  

 Bertindak proaktif.  

Kolaboratif artinya: 

 Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk 

berkontribusi, 

 Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai 

tambah, 

 Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk 

tujuan bersama. 

E.  Struktur Organisasi Layanan Informasi Publik 

Agar pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan 

Pemerintah Provinsi Lampung dapat berdaya guna dan berhasil 

guna dan berhasil guna, perlu dikelola secara optimal dengan 

menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) 

PPID Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung 

melalui Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi 

Lampung Nomor  821.1/019/V.6/2021 tanggal 5 Januari 2021. 

Susunan Keanggotaan Pejabat Pengelola Informasi dan 

Dokumentasi (PPID) Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja 

Provinsi Lampung, sebagaimana gambar berikut: 
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Gambar 1 

 Struktur Organisasi PPID Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja 

Prov. Lampung 
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BAB II 

GAMBARAN UMUM PELAYANAN INFORMASI PUBLIK 

 

 A.  Sarana dan Prasarana Layanan Informasi Publik 

Informasi publik merupakan informasi yang dihasilkan, 

disimpan, dikelola, dikirim dan/atau diterima oleh Badan 

Publik sebagai lembaga eksekutif yang berkaitan dengan 

penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan untuk tersedianya 

informasi yang dapat dipertanggungjawabkan serta guna 

mengembangkan sistem penyediaan layanan informasi secara 

cepat, mudah dan wajar sesuai dengan standar yang dibuat 

secara nasional perlu didukung dokumentasi yang lengkap, 

akurat dan faktual serta media sebagai sarana pelayanan 

informasi. Sarana dan prasarana layanan informasi publik 

yaitu tersedianya sarana dan prasarana kerja, peralatan kerja 

dan pendukung lainnya yang memadai termasuk penyediaan 

sarana teknologi telekomunikasi dan informatika (telematika). 

Informasi mengenai kegiatan pelayanan Informasi Publik yang 

dilaksanakan disampaikan melalui papan pengumuman, 

website resmi serta dapat juga melalui leaflet, baliho dan 

berbagai media luar ruang lainnya. 

Sarana dan prasarana layanan informasi publik yang ada pada 

PPID Pembantu Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung 

yaitu: 
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1. Desk layanan informasi publik; 

2. Meja; 

3. Kursi; 

4. Akses Internet; 

5. Papan Pengumuman; 

6. Website resmi; 

7. Sumber Daya Manusia yang menangani layanan informasi 

Publik; 

8. Media Sosial lainnya. 

B.  Sumber Daya Manusia Layanan Informasi Publik 

Sumber daya manusia pengelola informasi publik yang 

menangani pelayanan informasi  publik  pada  PPID  Pelaksana  

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung memiliki 

susunan Keanggotaan sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan 

Dokumentasi (PPID) Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja 

Provinsi Lampung. 

C.  Anggaran Layanan Informasi Publik 

Pada tahun 2022, Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi 

Lampung belum menganggarkan dana untuk pelayanan 

informasi publik secara khusus, hanya berupa honoraroium 

operator Website yang disisipkan pada kegiatan. 
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BAB III 

PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK 

 

A.  Mekanisme Layanan Informasi Publik 

Salah satu elemen penting dalam mewujudkan 

penyelenggaraan Negara yang terbuka adalah hak publik untuk 

memperoleh Informasi sesuai dengan peraturan perundang-

undangan. Hak atas Informasi menjadi sangat penting karena 

makin terbuka penyelenggaraan Negara untuk diawasi publik, 

penyelenggaraan Negara tersebut makin dapat dipertanggung 

jawabkan. Hak setiap orang untuk memperoleh Informasi juga 

relevan untuk meningkatkan kualitas pelibatan masyarakat 

dalam proses pengambilan keputusan publik. Partisipasi atau 

pelibatan masyarakat tidak banyak berarti tanpa jaminan 

keterbukaan Informasi Publik. 

Setiap Badan Publik mempunyai kewajiban untuk 

membuka akses atas Informasi Publik untuk masyarakat luas. 

Lingkup Badan Publik dalam Undang - Undang ini meliputi 

lembaga eksekutif, yudikatif, legislatif, serta penyelenggara 

negara lainnya yang mendapatkan dana dari Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah (APBD) dan mencakup pula organisasi 

non pemerintah, baik yang berbadan hukum maupun yang 

tidak berbadan hukum, seperti lembaga swadaya masyarakat, 
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perkumpulan, serta organisasi lainnya yang mengelola atau 

menggunakan dana yang sebagian atau seluruhnya bersumber 

dari APBN/APBD, sumbangan masyarakat, dan/atau luar 

negeri. Melalui mekanisme dan pelaksanaan prinsip 

keterbukaan, akan tercipta kepemerintahan yang baik dan 

peran serta masyarakat yang transparan dan akuntabilitas 

yang tinggi sebagai salah satu prasyarat untuk mewujudkan 

demokrasi yang hakiki. Dengan membuka akses publik 

terhadap Informasi diharapkan Badan Publik termotivasi 

untuk bertanggung jawab dan berorientasi pada pelayanan 

rakyat yang sebaik-baiknya, sehingga mempercepat 

perwujudan Pemerintahan yang terbuka yang merupakan 

upaya strategis mencegah praktik korupsi, kolusi, dan 

nepotisme (KKN), dan terciptanya kepemerintahan yang baik 

(good governance). 

Tingginya tuntutan keterbukaan informasi dan 

kemudahan akses layanan informasi yang diperlukan publik 

mendorong PPID Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja 

Provinsi Lampung untuk melakukan inovasi secara 

berkelanjutan dengan mengembangkan layanan berbasis 

website. Pada tahun 2017, telah dibentuk website Satuan 

Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung dengan alamat 

https://satpolpp.lampungprov.go.id. 

 

Melalui sistem berbasis website ini masyarakat dapat 

dengan mudah menemukan dan mengunduh data/informasi 

https://satpolpp.lampungprov.go.id/
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yang disediakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi 

Lampung seperti informasi terkait penyelenggaraan ketertiban 

umum dan ketentraman masyarakat serta fungsi PPID 

Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung. 

Selain menggunakan wesite masyarakat juga dapat 

mengadukan segala permasalahan terkait penyelenggaraan 

ketertiban umum dan ketentraman masyarakat melalui portal 

layanan pengaduan SP4N Lapor yang terkoneksi langsung 

dengan Kementrian Dalam Negeri, dengan alamat 

https://lampung.lapor.go.id. 

Untuk mendukung Pelayanan Informasi Publik, PPID 

Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung juga 

memiliki akun-akun Media Sosial, yang digunakan sebagai 

salah satu alat Layanan Publik untuk memberikan Informasi 

yang akurat dan akuntabel kepada masyarakat. Akun media 

sosial tersebut ialah : 

 Instargam (@prajawibalampung) 

 Facebook (prajawibawaprovlampung) 

 Tweter (@prajawibalam1) 

 Youtube (SATPOL PP PROVINSI LAMPUNG) 

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 

tentang Keterbukaan Informasi Publik, maka pelayanan 

informasi, berita dan dokumentasi di lingkungan Satuan 

Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung telah dilaksanakan 

sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

https://lampung.lapor.go.id/
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Setiap penyelenggara pelayanan publik sesuai dengan 

masing-masing tugas dan fungsinya harus memiliki standar 

pelayanan yang berkaitan dengan prosedur dan waktu 

sebagai ukuran baku untuk penyelenggaraan pelayanan 

publik dan wajib ditaati oleh pemberi dan penerima 

pelayanan informasi. 

Adapun standar  pelayanan  informasi  publik  dapat  

dilihat  dari  gambar sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2  
Flowchat Mekanisme Perolehan Informasi Publik 
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B.  Kategori Informasi Publik. 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 

menjelaskan dasar pelaksanaan keterbukaan informasi publik 

yaitu dengan memberikan informasi berdasarkan kategori 

informasi yang dapat diberikan kepada masyarakat yang terdiri 

dari informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara 

berkala, informasi yang wajib diumumkan secara serta merta, 

informasi yang wajib tersedia setiap saat dan informasi yang 

dikecualikan. 

1. Informasi yang wajib disediakan berdasarkan subyek  

informasi  sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan 

kegiatan setiap satuan kerja, meliputi: 

a. Informasi tentang profil organisasi  yang  meliputi  

informasi  tentang kedudukan beserta alamat lengkap, 

ruang lingkup kegiatan, maksud dan tujuan, tugas dan 

fungsi unit kerja, struktur organisasi dan gambaran 

umum tiap unit/kerja. 

b. Ringkasan informasi tentang program dan/atau kegiatan 

yang sedang dijalankan. 

c. Informasi tentang laporan keuangan yang meliputi   

rencana dan laporan realisasi anggaran, neraca dan 

daftar aset dan investasi. 

d. Ringkasan   tentang   peraturan,   keputusan,   dan/atau   

kebijakan   yang  mengikat dan/atau berdampak bagi 

publik yang dikeluarkan oleh Satuan Polisi Pmong Praja  
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Provinsi Lampung; 

e. Informasi tentang hak dan tata cara memperoleh 

Informasi Publik, serta tata cara pengajuan keberatan 

serta proses penyelesaian sengketa Informasi Publik dan 

pihak- pihak yang bertanggungjawab yang dapat 

dihubungi; 

f. informasi tentang tata cara pengaduan penyalahgunaan 

wewenang atau pelanggaran yang dilakukan oleh pejabat 

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung maupun 

pihak yang mendapatkan izin atau perjanjian kerja oleh 

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung; 

g. informasi   tentang   pengumuman   pengadaan   barang   

dan   jasa   sesuai dengan peraturan perundang-

undangan terkait; 

h. informasi tentang SOP peringatan dini dan SOP 

evakuasi keadaan darurat pada kantor Satuan Polisi 

Pamong Praja Provinsi Lampung. 

2. Informasi Publik yang wajib diumumkan secara serta 

merta adalah suatu informasi yang dapat mengancam 

hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum  yaitu: 

a. Informasi tentang Gangguan Ketertiban Umum dan 

Ketentraman Masyakat serta Perlindungan Masyarakat; 

b. Informasi tentang rencana tindaklanjut penyelesaian 

Ketertiban Umum dan Ketentraman serta Perlindungan 

Masyarakat. 
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3. Informasi Publik yang wajib tersedia sekurang-kurangnya 

terdiri atas sebagai berikut: 

a. Daftar Informasi Publik  yang berada dibawah 

penguasaan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi 

lampung  tidak termasuk informasi yang  dikecualikan; 

b. Informasi  tentang  peraturan,  keputusan  dan/atau   

kebijakan  Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung 

serta latar belakang    pertimbangannya; 

c. Informasi publik lain yang telah dinyatakan terbuka 

bagi masyarakat berdasarkan mekanisme keberatan 

dan/atau penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud 

Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. 

C.  Katagori Informasi yang dikecualikan 

Setiap badan publik wajib membuka akses Informasi 

Publik bagi setiap Pemohon Informasi Publik, kecuali informasi 

yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Undang-undang 

Keterbukaan Informasi Publik. Pengecualian Informasi Publik 

didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul 

apabila suatu informasi diberikan serta setelah 

dipertimbangkan dengan seksama bahwa menutup Informasi 

Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada 

membukanya atau sebaliknya. 

Yang termasuk kategori informasi yang dikecualikan yaitu: 

a)  Menghambat proses penegakan hukum; 

b)  Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas 
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kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan 

usaha tidak sehat; 

c) Membahayakan pertahanan dan keamanan negara; 

d) Mengungkapkan kekayaan alam; 

e) Merugikan ketahanan ekonomi nasional; 

f) Merugikan kepentingan hubungan luar negeri; 

g) Mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan 

kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang; 

h) Mengungkap rahasia pribadi seseorang. 
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D.  Jumlah Permintaan Informasi dan Waktu Pemenuhan Informasi 

1. Permintaan Informasi Publik yang Dikabulkan 

a. Data yang dilayani 

NO. PELAPOR ASAL LAPORAN PERIHAL TINDAK LANJUT DOKUMEN LAPORAN 

1. 0816 
xxxxxxx 

Call Centre 
Pemprov. 
Lampung 

Penanganan  
ODGJ di 
Wilayah 

Bandar 
Lampung 

Sudah ditindaklanjuti 
dan dikoordinasikan 
dengan Satpol PP 

Kota Bandar 
Lampung 

 
2.  Iraxxxxxxx Instagram Informasi 

Rekruitmen 
Anggota 

Satuan Polisi 
Pamong Praja  

Sudah dijawab 
langsung 
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3. Delxxxxx Instagram Informasi 
Rekruitmen 

Anggota 
Satuan Polisi 

Pamong Praja 

Sudah dijawab 
langsung 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
  

4. Redxxxxxx Instagram Penanganan 

ODJ diwilayah 
Sukarame 

Bandar 
Lampung 

Laporan 

ditindaklanjuti dan 
dikoordinasikan 

dengan Satpol PP 
Kota Bandar 

Lampung untuk 
dilakukan penertiban 
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5. Puxxxxxx Instagram Penanganan 
anak Punk 

yang 
meresahkan 

warga di 
wilayah Bandar 

Lampung  

Ditindaklanjuti dan 
berkoordinasi dengan 

Satpol PP Kota 
Bandar Lampung 

untuk menurunkan 
Tim kelapangan guna 

dilakukan penertiban  

 
6. Ismxxxxxx Instagram Infomasi 

terkait update 

PPKM level di 
Provinsi 

Lampung pada 
masa pandemi 

Covid-19 

Sudah dijawab 
langsung 

 



  

21 

7. Masxxxxx Instagram Pengaduan 
Pedagang Kaki 

Lima (PKL) di 
pasar Bambu 

Kuning Bandar 
Lampung 

Ditindaklanjuti 
berkoordinasi dengan 

Satpol PP Kota 
Bandar Lampung 

untuk menurunkan 
Tim kelapangan guna 

dilakukan penertiban 

 
8. Wuxxxxx Instagram Informasi 

Rekruitmen 
Anggota 

Satuan Polisi 
Pamong Praja 

Sudah dijawab 

langsung 
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9. Fxxxxxx Website  Informasi 
Penerimaan 

Anggota Satpol 
PP Provinsi 

Lampung  

Sudah ditindaklanjuti 

 
10. Saorpaxxxxx Website Pengaduan 

Anggota Satpol 

PP  

Sudah ditindaklanjuti 

 
11. Felicxxxxx Website Informasi 

Penerimaan 

Anggota Satpol 
PP Provinsi 

Lampung  

Sudah ditindaklanjuti 
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12. Haxxxxx Website Informasi 
Pendaftaran 

Anggota Satpol 
PP Provinsi 

Lampung 

Sudah ditindaklanjuti 

 
13. Ahmxxxxxx Website Pengaduan 

Trantibum 

(adanya 
bengkel 

ditengah 
rumah warga) 

di wilayah 
Bandar 
Lampung 

Ditindaklanjuti dan 
dikoordinasikan 

dengan Satpol PP 
Kota Bandar 

Lampung 

 

14. Mexxxxxxx Facebook Informasi 

Rekruitmen 
Anggota Satpol 

PP Provinsi 
Lampung 

Sudah dijawab 

langsung 
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15. Axxxxx Facebook Informasi 
Vaksinasi saat 

berpegian 
menggunakan 

Transportasi 
Udara 

Sudah dijawab 
langsung  

 
 

 

 
16. Welxxxx Facebook Pengaduan 

pemindahan 
Kartu Keluarga 

(KK) dari 
Jakarta ke 
Lampung 

Ditindaklanjuti dan 

dikoordinasikan 
dengan Disdukcapil 

Provinsi Lampung 

 



  

25 

17. Umaxxxxx Facebook Informasi 
Pendaftaran/R

ekruitmen 
Anggota  

Satuan Polisi 
Pamong Praja 

Sudah dijawab 
langsung 

 
18. Chxxxxxx Facebook Informasi 

Pendaftaran/ 

Rekruitmen 
Anggota  

Satuan Polisi 
Pamong Praja 

Sudah dijawab 
langsung 
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2. Permintaan Informasi Publik yang Ditolak dan 

Alasannya 

Pada tahun 2022 Permintaan Informasi Publik pada 

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung tidak ada 

informasi yang ditolak. 

E.  MONEV KIP 2022 

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi ini bertujuan untuk 

memastikan seluruh badan publik telah melaksanakan 

amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi Publik dengan baik. Satuan Polisi 

Pamong Praja Provinsi Lampung dlam penerapan Monev KIP 

selaku PPID Pelaksana selalu berkoordinasi dan searah 

dengan PPID Utama dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan 

dalam rangka Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi 

Publik. 

F.  Sarana Penunjang Layanan Informasi Publik. 

Beberapa akun yang dikelola dalam mendukung kinerja 

pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung, 

yakni : 

1. Website 

Website yang dimiliki Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi 

Lampung dengan alamat : 

 https//satpolpp.lampungprov.go.id yang memberikan 

informasi kegiatan pada Satuan Polisi Pamong Praja 

Provinsi Lampung. 
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Gambar 3 

Website Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung 
 

Website Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung 

terhubung dengan Portal Layanan Pengaduan Layanan 

pengaduan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung 

terhubung melalui SP4N Lapor yang terkoneksi langsung 

dengan Kementrian Dalam Negeri, dengan alamat 

http//Lampung.lapor.go.id. Pembentukan SPAN juga 

bertujuan agar penyelenggara memberikan akses untuk 

partisipasi masyarakat dalam menyampaikan pengaduan, 

dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. 
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Gambar 4 

Portal Layanan Pengaduan (SP4N Lapor) Satuan Polisi 
Pamong Praja Prov. Lampung 

 

2. Media Sosial 

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung memiliki 

beberapa akun media sosial sebagai pilihan media 

Informasi dan berita yang cepat, akurat terkait 

pelaksanaan kegiatan pada Satuan Polisi Pamong Praja 

Provinsi Lampung, yaitu sebagai berikut : 

a. Instagram 

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung memiliki 

Akun Instagram dengan nama @prajawibawalampung 

yang telah memiliki 2161 pengikut dan 5.125 postingan 

berita dan informasi. Instagram Satuan Polisi Pamong 

Praja Provinsi Lampung ini sebagai sarana informasi 

terkait pelaksanaan kegiatan dan aktifitas Satuan Polisi 
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Pamong Praja Provinsi Lampung serta salah satu alat 

pengaduan masyarakat dan menjadi alat dalam 

menindaklanjuti laporan atas laporan masyarakat. 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 
Gambar  5 

Layanan Publik melalui Instagram @prajawibawalampung 
 

b. Facebook  

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung 

memiliki Akun Facebook dengan nama prajawibawa 

(satpol pp provinsi lampung) Facebook Satuan Polisi 

Pamong Praja Provinsi Lampung sebagai sarana 

Pelayanan Informasi Publik dalam pelaksanaan 

kegiatan dan aktifitas Satuan Polisi Pamong Praja 

Provinsi Lampung dan sebagai sarana Laporan 

Pengaduan Masyarakat.  
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Gambar 6 

Pelayanan Informasi melalui Facebook Satpol PP Prov. 
Lampung  

 

c. Channel Youtube  

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung 

memiliki Channel Youtube dengan alamat  

https://www.youtube.com/channel/UCqgsOcXzPln6tPb

4CfMiWPA  

Channel Youtube Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi 

Lampung sebagai sarana Pelayanan Informasi Publik 

berupa video kegiatan dan aktifitas Satuan Polisi 

Pamong Praja Provinsi Lampung. 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/channel/UCqgsOcXzPln6tPb4CfMiWPA
https://www.youtube.com/channel/UCqgsOcXzPln6tPb4CfMiWPA
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Gambar 7 
Pelayanan Informasi melalui Channel Youtube Satpol PP 

Prov. Lampung 
 

d. Twitter 

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung 

memiliki Akun Twitter yakni @prajawibawalam1. 

Akun Twitter Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi 

Lampung sebagai sarana informasi terkait pelaksanaan 

kegiatan dan aktifitas Satuan Polisi Pamong Praja 

Provinsi Lampung. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 8 

Pelayanan Informasi melalui Twitter Satpol PP prov. 
Lampung  
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3. Papan Informasi 

Papan pengumuman yang digunakan sebagai media yang 

memberikan layanan informasi umum lainnya terkait 

informasi yang bersifat pengumuman kepada Anggota 

Satpol PP Provinsi Lampung 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Gambar 9 
Papan Pengumunan pada Satpol PP prov. Lampung  

 
 

G. Kendala Layanan Informasi Publik. 

Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pelayanan informasi 

publik yaitu: Terbagi menjadi 2 (dua) yaitu kendala internal 

dan kendala eksternal. 

1. Kendala Internal : 

a. Kurangnya  kapasitas  dan  pemahaman  tugas  pokok  

dan  fungsi Sumber Daya Manusia (SDM) dalam 

memberikan pelayanan informasi; 

b. Kurangnya sarana dan prasarana pelayanan informasi 

yang menunjang kegiatan PPID Pelaksana Satuan Polisi 
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Pamong Praja Provinsi Lampung; 

c. Penerapan SOP pada pelayanan informasi PPID yang 

belum maksimal; 

d. Kurang memadainya dukungan anggaran untuk layanan 

informasi publik untuk operasional PPID Pelaksana 

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung. 

2. Kendala Eksternal : 

a. Masih banyaknya masyarakat yang belum mengetahui 

akses layanan Satpol PP Provinsi Lampung; 

b. Kurangnya  sosialisasi  terhadap  tugas  dan  fungsi  

PPID  Pelaksana sehingga dalam pelaksanaan pelayanan 

informasi publik masih muncul kendala. 
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BAB IV 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. KESIMPULAN 

1. Secara umum pemahaman terhadap Undang-undang 

Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi 

Publik belum optimal merata di Perangkat Daerah 

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung. 

2. Fungsi dan peran PPID Pelaksana OPD sudah optimal, 

tetapi perlu dilakukan peningkatan terkait 

menyampikan informasi publik. 

3. Pengelolaan dan layanan informasi publik pada Satuan 

Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung sudah terlaksana 

dengan baik. 

B. SARAN 

1. Sosialisasi dan peningkatan  pemahaman secara terus 

menerus mengenai Undang-undang Nomor 14 Tahun 

2008 tentang keterbukaan informasi publik kepada para 

pemangku kepentingan, aparatur pemerintah dan 

masyarakat umum terutama kepada PPID Pelaksana 

OPD. 

2. Perlu adanya pelatihan Sumber Daya Manusia (SDM) 

secara khusus untuk memaksimalkan kinerja 

pelayanan informasi publik. 
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LAMPIRAN 



  
SATUAN POLISI PAMONG  

PRAJA PROVINSI LAMPUNG 

 

STANDAR OPERASIONAL PELAYANAN PUBLIK 
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN 

DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU 



STANDAR OPERASIONAL PELAYANAN PUBLIK PEJABAT 
PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA 

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI LAMPUNG 
 

 
 
I.  PENDAHULUAN 

 
A. LATAR BELAKANG 

 
Undang-undang Undang Nomor 14 Tahun 2008  tentang  Keterbukaan  Informasi 

Publik (KIP) telah memberikan landasan hukum keterbukaaan pengelolaaan 

informasi publik. Keterbukaan Informasi adalah salah satu pilar penting yang akan 

mendorong terciptanya tranparansi. Sebagai pertanggung jawaban penyelenggaraan 

birokrasi pemerintahan, setiap penyelenggara pemerintahan wajib menyediakan dan 

melayani permohonan informasi publik yang akuntabel. Untuk menunjang 

pelaksanaaan kegiatan PPID yaitu penyediaaan informasi publik secara cepat, tepat 

waktu, biaya ringan dan sederhana pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi 

Lampung telah ditetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) 

Pembantu Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung melalui Keputusan Kepala 

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung Nomor  Nomor : 800 / 613.1 / V.05 / 2018 

Dalam  memenuhi  tugas  pelayanan  kepada  masyarakat  perlu adanya Standar 

Operasional Prosedur tentang Pelayanan Informasi Publik yang mengatur secara 

teknis pengelolaan informasi dan dokumentasi di lingkungan Satuan Polisi Pamong 

Praja Provinsi Lampung. 

 

B. LANDASAN HUKUM 
 

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Informasi 

Publik; 

3. Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  61  Tahun  2010  tentang     

      Tentang Keterbukaan Informasi Publik; 

4. Keputusan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  35  Tahun  2010  tentang  

Pemerintahan Daerah; 

5. Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan 

Informasi; 

6. Peraturan   Komisi   Informasi   Republik  Indonesia   Nomor   1   Tahun   2013   

tentang Penyelesain Sengketa Informasi Publik; 

7. Surat Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi 

Lampung tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) 

Pembantu Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung. 

 

 

 

 

 

 



  C. MAKSUD DAN TUJUAN 

1.  Maksud : 

Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Bappeda 

Provinsi Lampung  adalah  sebagai  acuan  bagi  setiap  unit  kerja  tentang  

ruang lingkup, tanggung jawab dan wewenang tugas PPID Pembantu Satuan 

Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung dalam menyediakan informasi 

berdasarkan ketentuan Undang-undang; 

2. Tujuan : 

a) Mendorong terwujudnya implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 

2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 

b) Memberikan standar bagi PPID Pembantu Satuan Polisi Pamong Praja 

Provinsi Lampung dalam melaksanakan pelayanan informasi publik. 

II. HAKEKAT PELAYANAN INFORMASI PUBLIK 

PPID Pembantu Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung dalam memberikan 

pelayanan kepada pemohon informasi publik secara ramah, cepat, tepat waktu, 

biaya ringan/proporsional, dan sederhana. 

 

 III. ASAS PELAYANAN INFORMASI PUBLIK 

Penyelenggaraan pelayanan dengan berdasarkan asas : 

1. Transparansi 

Bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang 

membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti; 

2. Akuntabilitas 

Dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan peraturan 

perundang- undangan; 

3. Kondisional 

Sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima pelayanan 

dengan tetap berpegang pada prinsip efisiensi dan efektifitas; 

4. Partisipatif 

   Mendorong peran serta masyarakat dalam mendorong pelayanan informasi    

   publik dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan harapan   masyarakat; 

5. Kesamaan Hak 

Tidak membedakan status sosial ekonomi, kedudukan, pangkat, suku, ras, 

agama, golongan dan gender; 

 

 

 

 

 

 



6. Keseimbangan hak dan kewajiban 

  Pemberi dan penerima pelayanan publik harus memenuhi hak dan kewajiban  

masing-masing pihak; 

 

IV.  LINGKUP PELAYANAN 

 
Pelayanan  Informasi  yang  disediakan  oleh  PPID Pembantu  Satuan Polisi 

Pamong Praja  adalah  berkaitan  dengan informasi dan data tentang kegiatan yang 

di laksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung.  

V.   STANDAR OPERASIONAL PELAYANAN INFORMASI PUBLIK 
 

Penyelenggaraan pelayanan informasi publik harus memiliki standar pelayanan yang 

berkaitan dengan sistem pelayanan, waktu kerja, mekanisme, prosedur jangka 

waktu penyelesaian  dan  pembiayaan  sebagai  standar  penyelenggaraan  

pelayanan  publik  dan wajib  ditaati  oleh  pemberi  dan  penerima  pelayanan  

informasi.  Standar  Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Satuan Polisi Pamong 

Praja Provinsi Lampung yaitu sebagai berikut: 

A. Operasional Pelayanan. 
 

Pelayanan informasi publik didukung front office dan back office: 

1.  Front office meliputi: 

a.   Desk layanan langsung  

b.  Desk layanan via-media 

2.  Back office meliputi : 

a.  Bidang pelayanan dan dokumentasi 

b. Bidang pengolahan data dan klasifikasi 

c.  Bidang penyelesaian sengketa informasi 

 

B. Desk Informasi Publik. 

Untuk memenuhi dan melayani permintaan dan kebutuhan pemohon/pengguna 

informasi publik, pejabat PPID Pembantu Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi 

Lampung melalui desk layanan informasi melakukan layanan langsung dan 

layanan melalui media dengan didukung sarana prasarana  telekomunikasi 

berupa telepon, faksimile, email dan website. 

 

 

 

 

 

 

 

 



C. Waktu Pelayanan Informasi. 
 

Dalam memberikan layanan informasi kepada pemohon informasi, PPID 

Pembantu Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung menetapkan waktu 

pemberian pelayanan informasi. Waktu pemberian layanan informasi di 

PPID Pembantu Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung, yaitu dengan 

jadwal sebagai berikut : 

1. Senin – Kamis : 09.00 – 14.00 WIB 
 
 

2. 

Istirahat 
 
Jumat 

: 12.00 – 13.00 WIB 
 

: 09.00 – 14.00 WIB 

 Istirahat : 11.00 – 13.00 WIB 
 
 

 

D. Mekanisme Permohonan Informasi Publik. 

 

1. Pemohon  informasi  datang  ke  desk  layanan  informasi  dan  mengisi  

formulir permintaan informasi dengan melampirkan fotocopy KTP pemohon 

dan pengguna informasi. 

2. Petugas memberikan tanda bukti penerimaan permintaan informasi publiK 

kepada pemohon informasi publik. 

3. Petugas memproses permintaan pemohon informasi publik sesuai dengan 

formulir permintaan informasi publik yang telah ditandatangani oleh 

pemohon informasi publik. 

4. Petugas   memenuhi   permintaan   informasi   sesuai   dengan   yang   

diminta   oleh 

5. pemohon. Apabila informasi yang diminta masuk dalam kategori 

dikecualikan, maka PPID dapat menyampaikan alasan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. 

6. Petugas memberikan Tanda Bukti Penyerahan Informasi Publik kepada 

Pengguna Informasi Publik. 

 
E. Jangka Waktu Penyelesaian. 

 
1. Proses  penyelesaian  untuk  memenuhi  permintaan  pemohon  

informasi  publik dilakukan setelah pemohon informasi publik memenuhi 

persyaratan yang telah ditentukan. Jika dalam jangka waktu 2 (dua) hari 

pemohon tidak melengkapi persyaratan yang telah ditentukan, maka 

permohonan informasi dianggap batal. 

 

 

 

 

 



2. Waktu  penyelesaian  dilaksanakan  paling  lambat  10  (sepuluh)  hari  

kerja  sejakpermohonan diterima oleh PPID. PPID wajib menanggapi 

permintaan informasi melalui pemberitahuan tertulis. Pemberitahuan ini 

meliputi permintaan informasi diterima, permintaan informasi ditolak, dan 

perpanjangan waktu pemberitahuan permohonan diterima atau ditolak. 

3. Jika PPID membutuhkan perpanjangan waktu, maka selambat-Iambatnya 

7 (tujuh)hari kerja sejak tanggapan pertama diberikan. 

4. Jika  permohonan  informasi  diterima,  maka  dalam  surat  

pemberitahuan  juga dicantumkan materi informasi yang diberikan, format 

informasi, apakah dalam bentuk soft copy atau data tertulis, serta biaya 

apabila dibutuhkan untuk keperluan penggandaan atau perekaman. Bila 

permintaan informasi ditolak, maka dalam surat pemberitahuan 

dicantumkan alasan penolakan berdasarkan ketentuan. 

 

F. Biaya/Tarif. 
 

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi menyediakan informasi publik tidak 

dipungut biaya. Untuk penggandaan atau perekaman, pemohon informasi dapat 

melakukan  penggandaan  atau  perekaman  sendiri disekitar  lokasi  PPID  atau 

menyediakan CD/VCD atau flash disk untuk perekaman data atau informasi. 

G. Kompetensi Pelaksana Layanan Informasi 
  

Pejabat   Pengelola   Informasi   dan   Dokumentasi   dalam   melaksanakan   

pelayanan informasi dibantu oleh pejabat fungsional pranata humas, dan pranata 

komputer. Untuk petugas desk layanan informasi diutamakan memiliki 

kompetensi pengetahuan mengenai peraturan perundang-undangan keterbukaan 

informasi dan pelayanan publik, ketrampilan dan sikap dalam berkomunikasi 

untuk menunjang pelaksanaan tugas layanan informasi. 

 

VI.  KEDUDUKAN PPID 

        Tugas dan fungsi PPID Satuan Polisi Pamong Provinsi Lampung meliputi : 

1. Membantu PPID utama melaksanakan tanggung jawab, tugas dan 

kewenangannya; 

2. Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID utama yang dilakukan 

paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan; 

 

 

 

 

 

 

 



3. Melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai dengan tugas 

pokok dan fungsinya; 

4. Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi 

pemohon informasi  secara  cepat,  tepat,  berkualitas  dengan  mengedepankan  

prinsip  pelayanan prima; 

5. Mengumpulkan, mengolah dan mengompilasi bahan dan data di lingkungan 

Satuan Polisi Pamong Provinsi Lampung menjadi bahan informasi publik; 

6. Menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan informasi dan 

dokumentasi kepada PPID Utama secara berkala sesuai kebutuhan 

 

VII.MEKANISME PENGUMPULAN,PENGKLASIFIKASIAN,PENDOKUMENTASIAN  

DAN PELAYANAN INFORMASI. 

Beberapa hal yang harus diperhatikan oleh setiap PPID Satuan Polisi Pamong 

Provinsi Lampung dalam kegiatan pengumpulan informasi adalah: 

1.   Pengumpulan  informasi  merupakan  aktivitas  penghimpunan  kegiatan  yang  

telah, sedang dan yang akan dilaksanakan oleh unit kerja. 

2.   Informasi  yang  dikumpulkan  adalah  informasi  yang  berkualitas  dan  relevan  

dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing unit kerja     . 

3.   Informasi yang dikumpulkan dapat bersumber dari pejabat dan arsip, baik 

arsip statis maupun dinamis. 

4.  Pejabat sebagaimana dimaksud dalam butir 3 merupakan pejabat yang 

bertanggung jawab dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di Satuan 

Kerjanya, sedangkan arsip statis dan dinamis merupakan arsip yang terkait 

dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja. 

5.   Penyediaan informasi dilaksanakan dengan memperhatikan tahapan sebagai 

berikut : 

a) Mengenali tugas pokok dan fungsi Satuan Kerjanya; 

b) Mendata kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerjanya; 

c) Mendata informasi dan dokumen yang dihasilkan; 

d) Membuat daftar jenis-jenis informasi dan dokumen. 

 

6.   Alur dan Mekanisme Pengumpulan Informasi 

Alur informasi dalam rangka proses pengumpulan informasi yang berada disetiap 

SKPD di  lingkungan  Satuan Polisi Pamong Praja  Provinsi  Lampung,  

divisualkan  dalam  bagan  sebagai berikut: 

 

 

 

 



 

Alur dan Mekanisme Pengumpulan Informasi 

 

PPID PEMBANTU  

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI 

LAMPUNG 

Unit Kerja 

 

Unit Kerja 

Unit Kerja 

 

Unit Kerja 

 

Unit 

Kerja 

 

Unit Kerja 

 



Penjelasan bagan: 
 

Alur informasi sebagaimana digambarkan dalam bagan tersebut diatas, 

menunjukkan bahwa : 

1. Setiap informasi pada unit kerja Satuan Polisi Pamong Praja provinsi Lampung 

merupakan tanggung jawab Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi 

Lampung. 

2. Setiap informasi yang dikelola unit kerja di Satuan Polisi Pamong Praja 

Provinsi Lampung merupakan satu kesatuan informasi dari masing-masing 

satuan kerja dibawahnya. 

3. Setiap informasi publik pada unit kerja di Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi 

Lampung di sampaikan ke PPID Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung 

melalui Sekretariat. 

4. Setiap informasi yang diterima, diolah dan disediakan untuk kepentingan 

pelayan informasi yang dilakukan oleh PPID. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A.   Pengklasifikasian Informasi 
 

ALAT PENYUSUN DAFTAR PUBLIK (DIP) PPID Satuan Polisi Pamong Praja 

Pengumpulan informasi  Klasifikasi Pengujian Informasi  Daftar Informasi Publik 

 

  

 

      

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 BAP 

1. Pengklasifikasian informasi dilakukan berdasarkan Undang-Undang No. 14 

Tentang Keterbukaan Informasi dan Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tentang 

Standar Layanan Informasi. 

2. Usulan klasifikasi akses informasi diajukan oleh SKPD yang memiliki kemandirian 

dalammengelola kegiatan, anggaran dan administrasi. 

3. Penetapan Klasifikasi informasi dilakukan melalui rapat pimpinan 

 



4. Dalam proses pengklasifikasian, informasi dibagi menjadi dua kelompok, yaitu 

informasi yang bersifat publik dan informasi yang dikecualikan. 

5. Informasi  yang  bersifat  publik  dikelompokkan  berdasarkan  subyek  

informasi  sesuaidengan tugas pokok, fungsi dan kegiatan setiap satuan kerja, 

meliputi: 

 
a) Informasi  tentang  profil  organisasi  yang  meliputi  informasi  tentang  

kedudukan beserta alamat lengkap, ruang lingkup kegiatan, maksud dan 

tujuan, tugas dan fungsi unit kerja, struktur organisasi dan gambaran 

umum tiap unit/kerja. 

b) Ringkasan informasi tentang program dan/atau kegiatan yang sedang 

dijalankan 

c) Informasi tentang laporan keuangan yang meliputi   rencana dan 

laporan realisasi anggaran, neraca dan daftar aset dan investasi. 

d) Ringkasan   tentang   peraturan,   keputusan,   dan/atau   kebijakan   

yang   mengikat dan/atau berdampak bagi publik yang dikeluarkan oleh 

Satuan Polisi Pmong Praja  Provinsi Lampung; 

e) informasi tentang hak dan tata cara memperoleh Informasi Publik, 

serta tata carapengajuan keberatan serta proses penyelesaian sengketa 

Informasi Publik dan pihak- pihak yang bertanggungjawab yang dapat 

dihubungi; 

f) informasi tentang tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau 

pelanggaran yang dilakukan oleh pejabat Satuan Polisi Pamong Praja 

Provinsi Lampung maupun pihak yang mendapatkan izin atau perjanjian 

kerja oleh Satpol PP Provinsi Lampung; 

g) informasi   tentang   pengumuman   pengadaan   barang   dan   jasa   

sesuai   dengan peraturan perundang-undangan terkait; 

h) informasi tentang prosedur peringatan dini dan prosedur evakuasi 

keadaan daruratn pada kantor Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi 

Lampung. 

 

6. Informasi Publik yang wajib diumumkan secara serta merta adalah suatu 

informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban 

umum  yaitu: 

- informasi tentang Gangguan Trantibum dan Linmas; 

       -   informasi tentang rencana tindak lanjut penyelesaian trantibum linmas di   

            Masyarakat. 

 

 

 



7. Informasi Publik yang wajib tersedia sekurangkurangnya terdiri atas 
 

-   daftar Informasi Publik   yang berada di bawah penguasaan Satuan polisi  

     Pamong Praja Provinsi lampung  tidak termasuk informasi yang  dikecualikan. 

-   informasi  tentang  peraturan,  keputusan  dan/atau  atau  kebijakan   

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung dan latar belakang    

pertimbangannya; 

- Informasi Publik lain yang telah dinyatakan terbuka bagi masyarakat 

berdasarkan mekanisme keberatan dan/atau penyelesaian sengketa 

sebagaimana dimaksud Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. 

 
8. Informasi Yang Dikecualikan 

 
Informasi Publik dikecualikan secara limitatif berdasarkan pada Pasal 17 UU 

KIP, yaitu apabila dibuka dapat: 

-   menghambat proses penegakan hukum; 
 

- mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan   intelektual   

dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat; 

-   membahayakan pertahanan dan keamanan negara; 
 

-   mengungkapkan kekayaan alam; 
 

-   merugikan ketahanan ekonomi nasional; 
 

-   merugikan kepentingan hubungan luar negeri; 
 

- mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir 

ataupun wasiat seseorang; 

-   mengungkap rahasia pribadi seseorang; 
 

9. memorandum atau surat-surat antar Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi 

Lampung atau intra Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung yang 

menurut sifatnya dirahasiakan, kecuali atas putusan Komisi Informasi atau 

pengadilan. informasi Publik yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan 

Undang-Undang. 

 

B.    Pendokumentasian Infomasi 
 

Pendokumentasian informasi adalah kegiatan penyimpanan data dan informasi, 

catatan dan/atau  keterangan  yang  dibuat  dan/atau  diterima  oleh  SKPD  di  

Iingkungan  Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung guna membantu PPID 

Pembantu dalam melayani permintaan informasi. Pendokumentasian informasi 

dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bidang kearsipan 

dan peraturan di bidang tata persuratan yang berlaku di lingkungan SKPD 

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung.  

 

 

 



 

Tahapan dalam pendokumentasian informasi meliputi: 

1. Deskripsi Informasi: Setiap SKPD membuat ringkasan untuk masing-masing 

jenis informasi. 

2. Verifikasi Informasi: Setiap informasi diverifikasi sesuai dengan jenis 

kegiatannya. 

3. Otentikasi Informasi:Dilakukan untuk menjamin keaslian informasi melalui 

validasi informasi oleh setiap unit kerja. 

4. Kodefikasi Informasi : a. Untuk mempermudah pencarian informasi yang 

dibutuhkan, maka dilakukan kodefikasi. b. Metode pengkodean ditentukan 

oleh masing-masing unit kerja. 

5. Penataan dan Penyimpanan Informasi. 

 

C. Pelayanan Informasi 
 

Untuk memenuhi dan melayani permintaan dan kebutuhan pengguna 

informasi publik, PPID Pembantu melalui desk layanan informasi memberikan 

layanan langsung dan layanan melalui media cetak dan elektronik. 

1. Mekanisme Pelayanan Informasi 
 

Untuk memenuhi dan melayani permintaan dan kebutuhan 

pemohon/pengguna informasi publik, PPID Pembantu melalui desk layanan 

informasi publik, memberikan layanan langsung dan layanan melalui media 

cetak dan elektronik: 

a) Layanan informasi secara langsung, yaitu layanan informasi publik yang 

dikategorikan wajib tersedia setiap saat, dengan mekanisme sebagai berikut: 

(1) Pemohon informasi datang ke desk layanan informasi dan mengisi formulir 

permintaan informasi (melampirkan fotocopy KTP pengguna informasi). 

Bagi pengguna  informasi  yang  berstatus  badan  hukum,  wajib  

melampirkan  akta notaris dan surat keterangan terdaftar pada pada 

lembaga Negara sesuai ketentuan perundang-undangan. 

(2)  Petugas  memberikan  tanda  bukti  penerimaan  permintaan  informasi   

     Public kepada pemohon informasi publik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



(3) Petugas  memproses  permintaan  pemohon  informasi  publik  sesuai  

dengan formulir permintaan informasi publik yang telah ditandatangani 

oleh pemohon informasi publik. 

 (4) Petugas memenuhi permintaan informasi sesuai dengan yang diminta 

oleh pemohon/pengguna informasi. Apabila informasi yang diminta masuk 

dalam kategori dikecualikan, PPID menyampaikan alasan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. 

(5) Petugas memberikan Tanda Bukti Penyerahan Informasi Publik kepada  

     Pengguna Informasi Publik. 
 

(6) Pemohon/pengguna  informasi  diwajibkan  menandatangani  surat   

pernyataan untuk tidak menyalahgunakan dokumen informasi yang 

diterima. 

(7) Untuk pemohon/pengguna informasi diwajibkan untuk mengambil sendiri 

informasi yang diminta. 

 

b) Layanan informasi melalui media baik online maupun cetak, yaitu informasi  

   publik yang  tersedia  dan  diumumkan  secara  berkala  melalui  website   

    Satuan  Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung. 

 
2. Jangka Waktu Penyelesaian 

 
a) Proses  penyelesaian  untuk  memenuhi  permintaan  pemohon  dilakukan  

setelah pemohon informasi publik memenuhi persyaratan yang telah 

ditentukan. Jika dalam jangka waktu 2 (dua) hari pemohon tidak melengkapi 

persyaratan yang ditentukan, maka permohonan informasi dianggap batal. 

(1) Waktu penyelesaian dilaksanakan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja 

sejak permohonan diterima. PPID menanggapi permintaan informasi 

melalui pemberitahuan tertulisyang meliputi permintaan informasi 

diterima, permintaan informasi ditolak, dan perpanjangan waktu. 

      b) Jika  PPID  membutuhkan  perpanjangan  waktu,  maka  selambat-     

          Iambatnya  7(tujuh) hari kerja sejak tanggapan pertama diberikan 

c) Jika   permohonan   informasi   diterima,   maka   dalam   surat   

pemberitahuan dicantumkan materi informasi yang diberikan, format 

informasi(soft copy atau data tertulis), serta biaya yang dibutuhkan untuk 

keperluan penggandaan atau perekaman. Bila permintaan informasi ditolak, 

maka dalam surat dicantumkan alasan penolakan berdasarkan ketentuan yang 

berlaku. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



D. Penyelesaian sengketa informasi. 
 

1.  Mekanisme Penyelesaian Sengketa Informasi: 
 

a) PPID yang menolak memberikan informasi publik yang tidak sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan, melalui prosedur sebagai 

berikut: 

a. PPID mempersiapkan daftar pemohon dan/atau pengguna informasi 

yang akan ditolak; 

b. PPID mengadakan rapat koordinasi dengan melibatkan unit kerja 

terkait paling lambat 3 hari kerja setelah surat permohonan diterima; 
 

c. Hasil keputusan rapat koordinasi dituangkan dalam berita acara yang 

ditandatangani oleh seluruh peserta rapat; 

d. Hasil keputusan rapat didokumentasikan secara baik. 
 

b) PPID yang akan memberikan tanggapan atas keberatan yang 

disampaikan pemohon informasi publik secara tertulis: 

a. PPID mempersiapkan daftar keberatan yang disampaikan pemohon 

dan/atau pengguna informasi; 

b. PPID mengadakan rapat koordinasi dengan melibatkan unit kerja   

yang terkait paling lambat 3 hari kerja setelah surat permohonan 

diterima; 
 

c. Hasil keputusan rapat koordinasi dituangkan dalam berita acara yang 

ditandatangani oleh seluruh peserta rapat; 

d. Hasil keputusan rapat didokumentasikan secara baik. 
 

c)  Penyelesaian sengketa informasi 
 

a. PPID menyiapkan bahan-bahan terkait sengketa informasi; 
 

b. PPID Satpol PP dan PPID Provinsi Lampung menyusun kajian dan 

pertimbangan hukum kepada atasan PPID Satpol PP dan atasan PPID 

Provinsi; 

c .  Pada saat sengketa informasi berlanjut ke Komisi Informasi , PTUN,  

dan MA, maka   PPID   Provinsi   Lampung   melakukan pendampingan   

hukum   untuk penyelesaian sengketa informasi.



 



  

 

KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PROVINSI LAMPUNG 
NOMOR : 555/314/V.06/SET/2022 

 
TENTANG 

 

PENETAPAN TIM PELAKSANA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN 
DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 

PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2022 
 

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI LAMPUNG 
 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolalaan informasi dan dokumentasi 
pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung, perlu dilakukan 
Pembentukan Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan 
Dokumentasi (PPID) Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja 
Provinsi Lampung Tahun 2022.    

  b. bahwa untuk tertib administrasi sebagaimana tersebut pada 
huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Satuan 
Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung. 

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang 
Keterbukaan lnformasi Publik; 

  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang 
Pelayanan Publik; 

  3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 tentang 
Kearsipan; 

  4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintah Daerah; 

  5. Peraturan Pemerintah Nomor 6l Tahun 2010 tentang Pelaksanaan 
UndangUndang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan 
Informasi Publik; 

  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 
2017 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi 
Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah. 

    

   
 

MEMUTUSKAN : 
 

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 
PROVINSI LAMPUNG TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA 
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) 
PELAKSANA PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI LAMPUNG 
TAHUN 2022.   

KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan 
Dokumentasi (PPID) Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi 
Lampung Tahun 2022  

KEDUA : Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) 
Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai 
Struktur Organisasi dan Susunan Personel sebagaimana tercantum dalam 
Lampiran I dan II keputusan ini. 
 
 



  
 

KETIGA : Uraian tugas Tim Pelaksana Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan 
Dokumentasi (PPID) Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi 
Lampung sebagaimana tercantum dalam Lampiran III keputusan ini. 

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila 
ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan 
ini, maka akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.  

 
     

Ditetapkan di Bandar Lampung  
Pada tanggal 13 Januari 2022 

 

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 
PROVINSI LAMPUNG, 
 
  

 
 
 
M. ZULKARNAIN, S.Sos., M.Si. 
Pembina Utama Muda  
NIP. 19700307 199003 1 003 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 
 
 

Lampiran I : Keputusan Kepala Satuan Polisi 
Pamong Praja Provinsi Lampung 
Nomor  : 555/314/V.06/SET/2022 
Tanggal  : 13 Januari 2022  

 
 
 

STRUKTUR ORGANISASI TIM PELAKSANA PEJABAT PENGELOLA 
INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 

PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

Ditetapkan di Bandar Lampung  
Pada tanggal 13 Januari 2022 

 

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 
PROVINSI LAMPUNG, 
 
  

 
 
 
M. ZULKARNAIN, S.Sos., M.Si. 
Pembina Utama Muda  
NIP. 19700307 199003 1 003 

 
 
 

 
 

ATASAN PPID PELASANA 

 
Kasat Pol PP Provinsi Lampung 

PPID PELAKSANA 

 
Sekretaris Pol PP Provinsi Lampung 

TIM PERTIMBANGAN 
PELAYANAN INFORMASI 

 

 

Bidang 
Pendukung 

Sekretariat PLID 

 

Bidang 
Pelayanan dan 
Dokumentasi 

Informasi 

 

Bidang 
Pengelolaan Data  
dan Pengelolaan 

Website 

 

Bidang Fasilitas 
Sengketa 
Informasi  



  
 
 

 
Lampiran II : Keputusan Kepala Satuan Polisi 

Pamong Praja Provinsi Lampung 
Nomor  : 555/314/V.06/SET/2022 
Tanggal  : 13 Januari 2022 

 
 
 

SUSUNAN  PERSONEL TIM PELAKSANA PEJABAT PENGELOLA 
INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA SATUAN POLISI 

PAMONG PRAJA PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2022 
 

 

I. ATASAN PPID PELAKSANA : KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 

PROVINSI LAMPUNG 

II. PPID PELAKSANA : SEKRETARIS SATUAN POLISI PAMONG 

PRAJA PROVINSI LAMPUNG 

III. TIM PERTIMBANGAN 

PELAYANAN INFORMASI 

: 1. KEPALA BIDANG KETERTIBAN UMUM DAN 

KETENTRAMAN MASYARAKAT 

2. KEPALA BIDANG PELINDUNGAN 

MASYARAKAT 

3. KEPALA BIDANG SUMBER DAYA 

MANUSIA 

4. KEPALA BIDANG PENEGAKAN 

PERUNDANG-UNDANGAN DAERAH 

IV. BIDANG PENDUKUNG 

SEKRETARIAT PLID 

- KOORDINATOR 

- ANGGOTA 

 

 

: 

: 

 

 

KEPALA SUBBAGIAN PERENCANAAN 

1. FINASTI YULIUS S., S. Pd. 

2. YOGA PRIMA KURNIAWAN 

3. GALIH RACHMAN 

V. BIDANG PELAYANAN DAN 

DOKUMENTASI INFORMASI 

- KOORDINATOR 

 

- ANGGOTA 

 

 

: 

 

: 

 

 

KEPALA SUBBAGIAN UMUM DAN 

KEPEGAWAIAN 

1. NADIA MAYANG SARI, S. H. 

2. FIKO FILIANSYAH PUTRA, S. Kom. 

3. M. GANDI BOYSHIDI, S.H. 

VI. BIDANG PENGELOLAAN 

DATA DAN PENGELOLAN 

WEBSITE 

- KOORDINATOR 

- ANGGOTA 

 

 

 

 

: 

: 

 

 

 

KEPALA SEKSI BINA POTENSI MASYARAKAT 

1. FERDIAN AGUS SETIAWAN, A. Md. 

2. DAINURI ADISON ASRI  

 



  
    

VII. BIDANG FASILITAS 

SENGKETA INFORMASI 

- KOORDINATOR 

 

- ANGGOTA 

 

 

 

: 

 

: 

 

 

KEPALA SEKSI PENYIDIKAN 

1. DESTRA YUDHA SETIAWAN S.H. 

2. M. FADEL NOERMAN, S.H. 

3. DITA MAHARANI S.IP. 

4. M. RIFKI USMAN PUBARA, S.H. 

 
 

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 
PROVINSI LAMPUNG, 
 
 
 
 
 
M. ZULKARNAIN, S.Sos., M.Si. 
Pembina Utama Muda  
NIP. 19700307 199003 1 003 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

Lampiran III : Keputusan Kepala Satuan Polisi 
Pamong Praja Provinsi Lampung 
Nomor  : 555/314/V.06/SET/2022 
Tanggal  : 13 Januari 2022 

 
URAIAN TUGAS  

TIM PELAKSANA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN 
DOKUMENTASI PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 

PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2022 
 

NO. JABATAN  TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB 
1. ATASAN PPID 

PELAKSANA 

1. Bertanggung jawab secara umum terhadap 
pelaksanaan seluruh kegiatan peIayanan 
informasi publik di Lingkungan Satuan Polisi 
Pamong Praja Provinsi Lampung; 

2. Mengkoordinasikan dengan PPID Pelaksana 
dalam menentukan aturan-aturan khusus pada 
kegiatan; 

3. Menentukan kebijakan-kebijakan mengenai 
pelaksanaan kegiatan; 

4. Melakukan evaluasi dan pengawasan 
pelaksanaan pelayanan informasi publik. 

2. PPID PELAKSANA 1. Mengklasifikasi informasi yang terdiri atas : 
a. Informasi yang wajib disediakan dan 

diumumkan secara berkala; 
b. Informasi yang wajib disediakan secara 

serta merta; 
c. Informasi yang wajib disediakan setiap 

saat; 
2. Menyediakan dan memberi pelayanan 

informasi yang ada di Lingkungan Satuan 
Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung kepada 
publik. 

3. Melakukan verifikasi bahan informasi yang 
akan disampaikan kepublik; 

4. Melakukan pemutakhiran informasi dan 
dokumentasi yang ada; 

5. Menyediakan informasi dan dokumentasi yang 
ada untuk diakses oleh masyarakat; 

6. Melakukan inventarisasi informasi yang 
dikecualikan untuk disampaikan kepada 
Atasan PPID Pelaksana; 

7. Memberikan laporan tentang pengelolaan 
informasi yang ada di lingkungan Satuan Polisi 
Pamong Praja Provinsi Lampung kepada 
Atasan PPID Pelaksana secara berkala. 

3. TIM PERTIMBANGAN 
PELAYANAN INFORMASI 

Membantu PPID Pelaksana dalam pemberian 
informasi publik. 

4. BIDANG PENDUKUNG 

SEKRETARIAT PLID 

 

1. Membantu dalam proses penyusunan daftar 
informasi publik; 

2. Menjamin pemenuhan hak warga negara untuk 
memperoleh akses informasi publik; 

3. Menetapkan standar biaya perolehan salinan 
informasi; 



  
4. Menetapkan dan memutakhirkan secara 

berkala daftar informasi publik atas seluruh 
informasi publik yang dikelola. 

5. BIDANG PELAYANAN 

DAN DOKUMENTASI 

INFORMASI 

 

1. Memberikan pelayanan informasi publik 
kepada pemohon informasi sesuai aturan yang 
berlaku; 

2. Mencatat permohonan informasi publik dalam 
register permohonan informasi publik; 

3. Membuat laporan tentang pelayanan informasi 
publik. 

6. BIDANG PENGELOLAAN 
DATA DAN PENGELOLAN 
WEBSITE  

1. Mengelola dokumen/arsip informasi publik; 
2. Menyiapkan informasi publik untuk diakses 

oleh masyarakat; 
3. Melaksanakan proses penyimpanan dan 

pendokumentasian arsip informasi publik. 
7. BIDANG FASILITAS 

SENGKETA INFORMASI  

1. Memberikn masukan kepada Atasan PPID 
Pelaksana atas keberatan yang diajukan oleh 
pemohon informasi; 

2. Memeriksa dan melakukan verifikasi terhadap 
permohonan keberatan informasi publik; 

3. Membantu dalam proses pengujian dan 
pengklasifikasian serta uji konsekuensi publik; 
Memberikan pertimbangan hukum kepada 
Atasan PPID Pelaksana apabila terjadi 
sengketa informasi publik. 

 
 
 
 

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 
PROVINSI LAMPUNG, 
 
 

 
 
 
M. ZULKARNAIN, S.Sos., M.Si. 
Pembina Utama Muda  
NIP. 19700307 199003 1 003 
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